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Sifat . Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1

(Dr. H. Muh. Aras-Aska)
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2

(Drg. Hj. Ulfa Nurulhuda S, Mars- Mudassir Hasri Gani, S.Psi.,MH.,M.Psi)
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3

(Ina Kartika Sari, SH.,M.Si-Dr. Abustan A. Bintang, M.Si)

di -

Barru

A. Dasar Hukum

1.

10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya,
Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil WalikotaTahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan VVakil VWalikota.



11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 346 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun
2024.

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 347 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru
Tahun 2024.

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 352 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barru Tahun 2024.

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 353 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Barru Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui tugas
Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Barru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten :

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang :

Pasal 22A ayat (3) yang berbunyi “Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota”.
Pasal 30
Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :

5. pelaksanaan Kampanye;

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang

berbunyi:
(1)  Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan.

(2)  Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(3)  Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4)  Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan
wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru



2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten :

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang
berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan
sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

3. Peraturan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan
Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, bahwa :

Pasal 16
Bentuk kegiatan politik meliputi:

a. kampanye pemilihan umum;

b. pawai yang bermuatan politik;

c. penyebaran pamflet yang bermuatan politik;

d. penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada
umum; dan

e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang akan dilaksanakan di
muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang
Berwenang.

(2) Kegiatan politik yang akan dilaksanakan di lingkungan sendiri tidak memerlukan
pemberitahuan kepada pejabat Polri Yang Berwenang, kecuali kegiatan tersebut
berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal I7 disampaikan oleh penyelenggara

secara tertulis kepada pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian

tempat kegiatan akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan
politik dilaksanakan.

4. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil WalikotaTahun 2024, bahwa:
Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25
September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

5. Tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye (politik) secara aktif:
Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk
memperoleh perlindungan dari:
Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
Misalnya: anak-anak mengenakan atribut kampanye berupa kaos, penutup kepala, pin,
turut serta menyebarkan bahan kampanye milik Pasangan Calon, dan segala bentuk
perbuatan lainnya yang mengarah kepada eksploitasi/ melibatkan anak-anak dalam
kegiatan politik.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru



C. Bahwa dalam rangka memastikan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di
wilayah Kabupaten Barru, sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis,
efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada
tahapan kampanye. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru
mengimbau agar tidak melanggar larangan dalam Kampanye dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru di Barru;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru



